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PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Kabupatan Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987
tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupatan
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
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4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara
dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4540);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4417);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4569);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Menetapkan

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.
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Pasal |

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006
Nomor 2), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) poin, yaitu :

26. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di
daerah pemilihannya.

27. Tunjangan Belanja Pendukung Operasional Pimpinan adalah uang yang
diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan
DPRD sehari-hari.

B. Ketentuan Pasal 10 ditambah dua huruf, yang berbunyi :
i.  Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI);
j.  Tunjangan Belanja Penunjang Operasional (BPO).

C. Ketentuan Pasal 10 ditambah 5 (lima) poin, yaitu :

Pasal 10.A

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

(2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD
diberikan dana BPOP ( Belanja Penunjang Operasional Pimpinan ).

Pasal 10.B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.A ayat (1)
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali
uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 10.C

(1) Dana Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10.A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali
uang representasi yang bersangkutan.

(2) Dana Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang diberikan kepada Wakil Ketua
DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 10.D

(1) Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10.A mempertimbangkan
beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bentuk dan petunjuk penyusunan produk hukum Desa tercantum
dalam Lampiran | dan Il Peraturan Daerah ini.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2002 tentang
Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih fanjut oleh Bupati”

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 23 Agustus 2007

BUPATI ROKAN HULU,

ttd
HACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 27 Agustus 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
UPATEN ROKAN HULU, 6

H'MASPERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2007 NOMOR : 17
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